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[image: ]

https://www.bing.com/images/search
Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan APBD perubahan tahun 2020 Kota Mataram mendapat tambahan pendapatan setelah refocusing [endnoteRef:1]sebesar Rp34,3 miliar lebih atau naik 2,68 persen. [1:  VERB refocusing (present participle) adjust the focus of (a lens or one's eyes). "he just had time to refocus his binoculars" focus (attention or resources) on something new or different. "refocus attention on yourself through repeating your main poin [vide: refokusing? - Bing]] 

Dalam APBD perubahan terjadi peningkatan pendapatan jika dibandingkan dengan asumsi pada saat ‘refocusing’ anggaran sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, katanya di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu.
Hal itu disampaikan Wali Kota Mataram saat pidato atas telah disetujuinya nota keuangan dan rancangan perubahan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2020, dalam sidang paripurna DPRD Kota Mataram,di Aula Pendopo Walikota Mataram yang terhubung dengan Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Mataram melalui video conference.
Di sisi lain, lanjut wali kota, penggunaan Silpa tahun anggaran 2019 pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 telah dipergunakan untuk mengakomodir beberapa kegiatan yang telah direncanakan pada APBD murni 2020 namun mengalami “refocusing” akibat dari pandemi COVID-19.
Sedangkan terkait anggaran belanja tidak terduga (BTT), menurutnya, tidak dilakukan rasionalisasi. Hal ini sesuai dengan tujuannya untuk membiayai pengeluaran anggaran yang sifatnya tidak biasa dan tidak berulang serta pengeluaran lainnya.
“Hal itu, sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah salah satunya adalah penanganan pandemi COVID-19 yang sulit di prediksi kapan berakhir,” kataya.
Dalam pembahasan antara komisi eewan serta rapat gabungan komisi dewan, berbagai masukan, saran, dan pandangan diterima menjadi wujud kesamaan pandang antara eksekutif dan legislatif dalam menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, serta adanya upaya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dalam merajut masa depan yang lebih baik.
“Dengan harapan penanganan pandemi COVID-19 bisa dilakukan secara tuntas, namun tetap kita seimbangkan juga dengan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan,” katanya.
Menurutnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, telah mendapat persetujuan DPRD dan sebelum wali kota menandatangani penetapannya, terlebih dahulu harus dievaluasi untuk mendapat pengesahan dari pemerintah provinsi.
“Karenanya, kita masih harus menunggu proses evaluasi tersebut, untuk kemudian hasil evaluasinya akan kita bahas kembali bersama-sama,” katanya.
Dengan penetetapan tersebut, wali kota, berharap kerja sama legislatif dan eksekutif yang sudah terjalin mampu menjalankan fungsi dan tugas yang mampu mesejehaterakan masyarakat Kota Mataram. (Ant)
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Catatan
Dalam Surat Keputusan Berasama dua Menteri (SKB) Nomor 119/2813/SJ, Nomor 117/KMK.07/ 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  serta pengamanaan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian  Nasional,  Pelaksananan Refocusing dan Realokasi anggaran dilaksanakan dilaksanakan dengan beberapa ketentuan antara lain:
1. Penyesuaian Pedapatan Daerah
2. Penyesuaian PAD
3. Rasionalisasi belanja daerah, melalui:
a. Rasionalisasi belanja pegawai
b. Rasioanalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50%
c. Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangya 50%[footnoteRef:1] [1:  SKB 2 Menteri (meteri dalam negeri dan menteri keuangan) Nomor 119/2913/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  serta pengamanaan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian  Nasional] 

4. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan penyesuaian belanja daerah digunakan untuk mendanai
a. Belaja bidang kesehatan;
b. Penyediaan jaring pengaman sosial
c. Penanganan dampak ekonomi.[footnoteRef:2] [2:  SKB 2 Menteri (meteri dalam negeri dan menteri keuangan) Nomor 119/2913/SJ, Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020, dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)  serta pengamanaan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian  Nasional] 
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